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A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara Kepulauan

(Archipelago State) dengan letak yang sangat
strategis karena diapit oleh dua benua dan dua
samudera, yangmembentang luas mulai dari
Sabang diujung Pulau Sumatera hingga Merauke
di Papua. Luasnya wilayah Indonesia meliputi
17.502 pulau, termasuk didalamnya lima pulau
besar yang sudah sangat dikenal selama ini, seperti
Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan
Papua, dengancakupan garis pantai mencapai
81.900 km.1

Luasnya wilayah Indonesia tersebut menjadikan
Indonesiaberbatasan dengan banyak negara,
antara laindengan Australia, Timor Leste, Papua
Nugini dan beberapa negara lainnya di benua Asia
seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Batas-
batas wilayah Indonesia dengan beberapa negara
tersebut dipisahkan olehwilayah perbatasan darat

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Oleh :
Admiral

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
admiral@law.uir.ac.id

Abstract
The ASEAN Economic Community is an impact of globalization that need a
lot of support from many things including from a construction of Indonesian
border area.The construction of Indonesian border area will be support an
ASEAN Economic Community if the construction it self are oriented to the
preparation of Indonesia for joint with the ASEAN Economic Community by
a decision (policy) or regulation and empowerment of border area society.

Keyword : MEA, Border Area, Construction

dan laut.
Wilayah perbatasan dalam hal ini merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah
negara. Dalam tataran ideal, wilayah perbatasan
Indonesia merupakan beranda depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, terutama terhadap
negara-negara tetangga yang berbatasan langsung
dengan Indonesia.

Wilayah perbatasan bahkan merupakan
kawasan yang strategis karena secara geografis
memiliki potensi sumber daya alam dan peluang
pasar karena kedekatan jarak dengan negara
tetangga, dan vital karena secara politik berkaitan
dengan kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi
dan budaya.2

Hanya saja kondisi pada banyak wilayah
perbatasan Indonesia hingga saat ini belum
memperlihatkan ditempatkannya wilayah per-

1 Infobanknews.com sebagaimana dikutip Admiral, et.all, Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme
Masyarakat Perbatasan, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012, hlm. 1

2 Irwan Lahnisafitra, Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, Thesis, Program
Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2005 sebagaimana dikutip Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat antar
Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5
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batasan tersebut sebagai beranda depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang secara
pragmatis terlihat justru wilayah perbatasan tersebut
tidak ubahnya seperti halaman belakang.

Tidak sedikit dari wilayah perbatasan Indonesia
yang masihterisolir denganwilayah-wilayah lainnya,
begitu juga dengan ketersediaan sarana dan
prasarana yang masih terbatas, termasuk interaksi
sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah
perbatasan yang lebih tinggi dengan negara-negara
tetangga oleh karena kemudahan aksesserta
ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih
memadai.

Tataran ideal menjadikan wilayah perbatasan
Indonesia sebagai beranda depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mesti diwujudkan
dengan berbagai kebijakan (policy), yang
memberikan perhatian dan dukungan penuh
terhadap pembangunan wilayah perbatasan,
layaknya pembangunan wilayah lainnya di
Indonesia.

Pembangunan wilayah perbatasan tersebut
diharapkan mampu membuka keterisoliran wilayah
perbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya, yakni
melalui penyediaan sarana dan prasarana yang
lebih memadai, yang tidak hanya dapat diman-
faatkan oleh masyarakat di wilayah perbatasan
semata, tetapi juga dapat mendukung interaksi
sosial dan ekonomi yang melibatkan warga negara
dari negara-negara tetangga yang berbatasan
langsung dengan Indonesia.

Upaya mewujudkan wilayah perbatasan
Indonesia sebagai beranda depan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kiranya menjadi
lebih mendesak lagi dengan adanya ASEAN
Economic Community atau yang lebih dikenal
dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Adanya
Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong
semakin meningkatnya interaksi sosial dan
ekonomi,yang tidak hanya sekedar melibatkan
warga negara dari negara-negara tetangga yang
berbatasan langsung dengan Indonesia tetapi juga
negara-negara ASEAN lainnya yang tidak
berbatasan langsung dengan Indonesia.

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan

suatu upaya menjadikan ASEAN sebagai pasar
tunggal dan basis produksi (arus perdagangan
bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja
terampil dan modal),kawasan regional ekonomi
yang berdaya saing tinggi (Regional Competition
Policy, IPRsAction Plan, Infrastructure
Development, ICT, Energy Cooperation,
Taxation dan pengembangan UKM), kawasan
dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui
pengembangan UKM dan program-program
Initiative for ASEAN Integration(IAI)dan
integrasi penuh pada ekonomi global.3

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa
Masyarakat Ekonomi ASEAN bermaksud
mendorong dibentuknya kawasan ekonomi yang
kompetitif, dengan tujuan sebaran wilayah
pembangunan ekonomi yang lebih merata dan
terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global
dengan pasar dan basis produksi tunggal.

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk
sebagai dampak globalisasi ekonomi, yang men-
dorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara
terutama yang berada di bawah naungan ASEAN,
bersatu menghadapi persaingan yang begitu kuat,
temasuk dari negara-negara berkembang dan
tengah maju lainnya seperti India dan China.

Tuntutan pelaksanaan perdagangan bebas,
menyebabkan arus barang dan jasa bebas
melewati batas negara dan tidak dihambat oleh
campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif
maupun hambatan-hambatan lainnya.4

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam
mewujudkan keberhasilan Masyarakat Ekonomi
ASEAN, antara lain pengembangan sumber daya
manusia, pengkualifikasian profesi yang profe-
sional, peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana, pengembangan teknologi dan industri
serta pemberdayaan peran swasta yang lebih
optimal.

Bagi Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN
merupakan peluang untuk memperluas jangkauan

3 Lihat ASEAN Economic Community Blueprint
4 Lihat Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 22
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pemasaran berbagai produk barang dan jasa
Indonesia pada skala internasional, apalagi
Indonesia memiliki banyak komoditas unggulan
yang tidak hanya diminati pasar ASEAN tetapi
juga dunia.Selain itu, Masyarakat Ekonomi
ASEAN dapat dijadikan peluang bagi bebas
masuknya investasi maupun penyertaan modal
untuk membangun dan mengembangkan industri
maupun usaha, termasuk memperluas jangkauan
pemasaran berbagai produk barang dan jasa serta
peluang kerja pada sektor tenaga terampil.5

Dukungan pemerintah dalam rangka mengha-
dapi Masyarakat Ekonomi ASEAN salah satunya
dapat dilihat melalui Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pening-
katan Daya Saing Nasional dalam rangka
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang
dilakukan melalui :
1) Pengembangan industri nasional, melalui

pengembangan industri prioritas dalam rangka
memenuhi pasar ASEAN sekaligusindustri
dalam rangka mengamankan pasar dalam
negeri, pengembangan industri kecil dan
menengah, pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian serta penerapan
Standar Nasional Indonesia

2) Pengembangan pertanian, melalui peningkatan
investasi langsung di sektor pertanian sekaligus
akses pasarnya

3) Pengembangan kelautan dan perikanan,
melalui penguatan kelembagaan, posisi, daya
saing kelautan dan perikanan serta penguatan
pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor

4) Pengembangan energi, melalui pengembangan
sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan
penggunaan energi fosil, pengembangan sub
sektor energi baru, terbarukan dan konservasi
energi serta peningkatan pasokan energi dan
listrik

5) Pengembangan infrastruktur yang konektif
6) Pengembangan sistem logistik nasional
7) Pengembangan perbankan
8) Pengembangan investasi, terutamayang

memberikan kepastian hukum dan kemudahan
berusaha

9) Pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah, melalui peningkatan daya saing dari
sisi pembiayaan, sekaligus eligibilitas dan
kapabilitasnya serta mendorong pember-
dayaan sektor riil

10) Peningkatan tenaga kerja yang berdaya saing,
kompeten dan produktif

11) Peningkatan kesehatan, melalui peningkatan
ketahanan pasar jamu dalam negeri

12) Pengembangan perdagangan, terutama dalam
kaitannya dengan stabilitas dan penguatan pasar
dalam negeri, peningkatan ekspor dan kerjasama
internasional, pengkajian kebijakan perdagangan
dalam mendukung implementasi Masyarakat
Ekonomi ASEAN, pengembangan fasilitas
pembiayaan ekspor, edukasi publik

13) Pengembangan kepariwisataan, melalui
pengembangan destinasi wisata, dan event
pariwisata

14) Pengembangan kewirausahaan, melalui
pengembangan wirausaha pemula, perluasan
peran wirausaha muda dan pengembangan
usaha berbasis temuan baru

C. Pembangunan Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat

penting dalam mendukung Masyarakat Ekonomi
ASEAN, apalagi sebelum adanya Masyarakat
Ekonomi ASEAN, masyarakat di wilayah
perbatasan telah lebih dahulu melakukan interaksi
sosial dan ekonominya dalam bentukperdagangan
lintas batas.

Untuk mewujudkan pembangunan wilayah
perbatasan yang mendukung Masyarakat Ekonomi
ASEAN, maka pembangunan wilayah perbatasan
dimaksud tidak hanya diarahkan pada pem-
bangunan fisik semata, namun juga memerlukan
dukungan kebijakan dan pemberdayaan masya-
rakat, tujuannya adalah agar pembangunan wilayah
perbatasan berlangsung optimal dan kom-
prehensif.6

5 Lihat Admiral, Indonesia Menuju Pasar Bebas ASEAN Economic Community, Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali
Haji, Tanjung Pinang, 2015

6 Lihat Admiral, et.all, Revitalisasi ..., Op.cit, hlm. 3-5
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1. Kebijakan (Policy)atau Regulasi yang
Berorientasi pada Pembangunan Wilayah
Perbatasan
Pembangunan wilayah perbatasan yang

berorientasi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN
harus dimulai dari adanya kebijakan (policy) atau
regulasi yang berorientasi pada pembangunan
wilayah perbatasan.

Kebijakan (policy) atau regulasi tersebut tidak
hanya berkenaan dengan kebijakan perencanaan
pembangunan semata, tetapi juga meliputi
penganggaran (budgeting).Pembangunan wilayah
perbatasan membutuhkan sekurang-kurangnya
dukungan perencanaan dan anggaran yang
dialokasikan secara khusus dan bertahap
(multiyears)untuk membangun dan bahkan
mengembangkan wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan tidak akan dapat menjadi
beranda depan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, apabila dukungan kebijakan (policy)
atau regulasi hanya diarahkan pada pembangunan
dan pengembangan wilayah tertentu, seperti
kawasan perkotaan dan pedesaan saja.

Jika pemerataan pembangunan dan pengem-
bangan wilayah, termasuk terhadap wilayah
perbatasan dilakukan dengan baik, meski
dilakukan secara bertahap, maka akan memberi-
kan dampak yang sangat luas, terutama bagi
kelangsungan kegiatan perekonomian masyarakat
wilayah perbatasan, termasuk dalam mendukung
Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Adanya kebijakan (policy) atau regulasi yang
berorientasi pada pembangunan wilayah perba-
tasan ini, juga diharapkan akan menghilangkan
dikotomi pembangunan antara wilayah-wilayah di
tanah air.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pem-
bangunan Wilayah Perbatasan
Masih kurangnya dukungan perencanaan dan

penganggaran pada banyak wilayah perbatasan,
menyebabkan sulitnya ditemui ketersediaan sarana
dan prasarana sebagaimana tersedia pada wilayah
lainnya, terutama wilayah perkotaan.

Ketidaktersediaan dan keterbatasan sarana dan
prasarana di banyak wilayah perbatasan, telah
menyebabkan sulitnya kegiatan ekonomi masyara-

kat wilayah perbatasan. Arus perpindahan barang
dan orang dari dan ke wilayah perbatasan akan
tersendat dan cenderung lebih banyak mengarah
ke negara tetangga.

Lemahnya geliat kegiatan ekonomi ini akan
berdampak pada berkurangnya jumlah uang yang
beredar dimasyarakat, yang tentu akan berdam-
pak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat
wilayah perbatasan.

Penyediaan sarana dan prasarana pem-
bangunan seperti jalan dan jembatan, serta
ketersediaan angkutan umum dan akses teleko-
munikasi di wilayah perbatasan akan membuka
keterisoliran masyarakat wilayah perbatasan
dengan wilayah-wilayah lainnya.

Kondisi yang berbeda justru dengan mudah
dapat ditemui pada wilayah perbatasan negara
tetangga. Jalan dan jembatan di wilayah perbatasan
negara tetangga adalah dalam keadaan jauh lebih
baik, termasuk ketersediaan angkutan umum dan
akses telekomunikasi.

Kebanyakan suasana wilayah perbatasan disisi
negara tetangga seperti kota,  layaknya kota-kota
di luar wilayah perbatasan. Bahkan tidak sedikit
dari masyarakat di wilayah perbatasan yang lebih
mengetahui perkembangan informasi negara
tetangga daripada perkembangan informasi yang
terjadi di Indonesia.

Geliat ekonominya juga lebih baik akibat
dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga
masyarakatnya terlihat lebih sejahtera.

3. Penyediaan Sarana Pendidikan dalam
Kaitannya dengan Pemberdayaan
Masyarakat Wilayah Perbatasan
Kurangnya dukungan perencanaan dan

pengalokasian anggaran pada wilayah perbatasan,
berdampak pula pada ketersediaan sarana
pendidikan yang terbatas dan kurang memadai
pada banyak wilayah perbatasan.

Padahal melalui penyediaan sarana pendidikan,
selain dapat meningkatkan sumber daya manusia
wilayah perbatasan yang lebih baik, juga akan
berdampak positif pada tingginya daya saing untuk
mendapatkan lapangan pekerjaan, sesuai dengan
jenjang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN



PROSIDINGPROSIDINGPROSIDINGPROSIDINGPROSIDING

SEMINAR NASIONAL PERBATASAN DAN KEMARITIMAN
272

masyarakat wilayah perbatasan.

4. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi dalam
Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Wilayah Perbatasan
Pada banyak wilayah perbatasan, ekonomi

masyarakat cenderung belum berdaya optimal,
selain karena keterbatasan modal (capital), hal
ini juga disebabkan oleh multiplier effect dari
rendahnya tingkat pendidikan dan daya saing
masyarakat wilayah perbatasan.

Belum berdaya optimalnya pemberdayaan
ekonomi masyarakat wilayah perbatasan ini
kemudian menyebabkan masih rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

Kebijakan (policy) atau regulasi sebagaimana
pernah disinggung di atas kiranya dapat pula
diarahkan kepada pemberian bantuan dalam
bentuk modal bagi usaha mikro, kecil dan
menengah yang berbasis pada produk kerajinan
rakyat yang menjadi komoditas andalan masya-
rakat wilayah perbatasan. Komoditas ini biasanya
menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya
yang berasal dari negara tetangga.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah
perbatasan juga tidak hanya dapat diberikan dalam
bentuk bantuan modal bagi usaha mikro, kecil dan
menengah semata, tetapi juga dapat diberikan
kepada industri-industri masyarakat wilayah
perbatasan yang mendukung sektor pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan, yang
dominan pada masing-masing wilayah perbatasan,
seperti penyediaan industri pengolahan padi pada
wilayah perbatasan yang didominasi oleh wilayah
pertanian, atau pabrik pengolahan CPO untuk
wilayah perbatasan yang didominasi oleh lahan
perkebunan kelapa sawit, atau pabrik pengolahan
hasil laut untuk wilayah perbatasan laut.

Selain dapat meningkatkan dan memperluas
lapangan pekerjaan, keberadaan industri ini juga
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat wilayah perbatasan.

5. Dukungan Pertahanan dan Keamanan di
Wilayah Perbatasan yang Lebih Memadai
Tidak dapat dipungkiri bahwa luasnya wilayah

perbatasan Indonesia yang harus dijaga dan
diawasi menjadi kendala tugas pertahanan dan
keamanan wilayah perbatasan, apalagi tugas besar
tersebut juga dihadapkan pada keterbatasan
sarana dan prasarana, personil dan keterbatasan
lainnya.

Pengawasan pertahanan dan pengamanan yang
lemah akan berdampak pada kemungkinan
pencaplokan wilayah perbatasan oleh negara-
negara tetangga yang tentu saja akan merugikan
kepentingan strategis Indonesia sebagai sebuah
negara yang berdaulat. Selain itu pengawasan
pertahanan dan pengamanan yang lemah, juga
dapat menyebabkan tingginya intensitas penye-
ludupan barang dari dan ke Indonesia melalui
wilayah perbatasan.

Perlunya pengamanan wilayah perbatasan,
secara sosial dan ekonomis adalah dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap produk barang
yang diperdagangkan, yakni merupakan produk
barang yang baik dan tidak melawan hukum.
Pengamanan wilayah perbatasan juga dapat
difungsikan untuk meminimalisir berbagai peluang
terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana
perdagangan orang (traficking).

D. Kesimpulan
Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia

yang berorientasi pada Masyarakat Ekonomi
ASEAN antara lain dapat dilakukan melalui
dukungan kebijakan (policy) atau regulasi yang
berorientasi pada pembangunan wilayah perba-
tasan, penyediaan sarana dan prasarana pem-
bangunan wilayah perbatasan, penyediaan sarana
pendidikan dalam kaitannya dengan pember-
dayaan masyarakat wilayah perbatasan, dukungan
pemberdayaan ekonomi dalam upaya mening-
katkan kesejahteraan masyarakat wilayah
perbatasan serta dukungan pertahanan dan
keamanan di wilayah perbatasan yang lebih
memadai.

Jika hal ini dilakukan dengan baik dan sungguh-
sungguh, maka bangsa Indonesia tidak hanya siap
membangun wilayah perbatasan yang mensejah-
terakan masyarakatnya, tetapi juga siap mengha-
dapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
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